
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1721, 2017 KEMENTAN. Pelepasan Varietas Tanaman. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40/PERMENTAN/TP.010/11/2017 

TENTANG 

PELEPASAN VARIETAS TANAMAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, 

Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas, telah diatur 

Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas; 

b. bahwa dengan adanya pencabutan Keputusan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional 

dan untuk penyederhanaan pengaturan dalam pelepasan 

dan penarikan varietas, perlu menata kembali proses 

pelepasan dan penarikan varietas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

99/PUU-X/2012 tentang pengujian materiil Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas 

Tanaman; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Pengesahan International Treaty on Plant Genetic 

Resources For Food and Agriculture (Perjanjian mengenai 

Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan 

Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4612); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5613);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 

Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang 

Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal 

untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4375); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

10. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang 

Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian 

Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan 

Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan 

Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau 

Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan 

Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan 

Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan 

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342); 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ 

OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 288); 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ 

OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman 

Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 796); 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN 

VARIETAS TANAMAN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelepasan Varietas yang selanjutnya disebut Pelepasan 

adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu Varietas 

hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar 

negeri yang menyatakan bahwa Varietas tersebut 

merupakan Varietas Unggul yang dapat diedarkan. 

2. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas 

adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies 

yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan 

tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi 

karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang 

dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama 

oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan 

dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 

3. Varietas Pembanding adalah Varietas Unggul yang 

digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan 

observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan 

dan/atau calon Varietas yang diuji. 

4. Varietas Unggul adalah Varietas yang telah dilepas oleh 

pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi 

hasil dan/atau sifat-sifat lainnya. 

5. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan 

dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta 

menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara. 

6. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia 

adalah orang yang melaksanakan Pemuliaan Tanaman. 

7. Pemuliaan Tanaman adalah serangkaian kegiatan untuk 

mempertahankan kemurnian jenis dan/atau Varietas 

yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau 
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Varietas baru yang lebih baik. 

8. Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, 

badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah 

yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan penelitian 

dan pengujian atau kegiatan penemuan dan 

pengembangan suatu Varietas. 

9. Tim Penilai Varietas yang selanjutnya disingkat TPV 

adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran 

rumusan prosedur pengujian, penilaian, Pelepasan dan 

penarikan Varietas. 

10. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 

Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah 

unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta 

pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. 

11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya 

di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai 

tugas pembinaan komoditas tanaman pangan, 

perkebunan, atau hijauan pakan ternak. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum 

dalam pelaksanaan Pelepasan, dengan tujuan untuk 

memberikan kepastian keunggulan Varietas. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pelepasan, 

penarikan Varietas, dan Varietas hasil pemuliaan petani kecil. 
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